Tim Pembahas Pokir DPRD Kaltim Dibentuk
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Sumber gambar :Tribunkaltim.co Kamis,06/06/2024

» Pemkot Sampaikan Nota Keuangan Raperda Pelaksanaan APBD 2023
SAMARINDA — DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-12
dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, dan Pembentukan Tim
Pembahas Pokok-pokok Pikiran DPRD Kaltim APBD Perubahan Tahun 2024, Senin
(3/6/2024).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua
DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo. Hadir mewakili
Gubernur Kaltim Sri Wahyuni sekaligus membacakan Penyampaian Nota Keuangan dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Pimpinan Rapat Hasanuddin Mas’ud menskor rapat untuk mempersilahkan anggota Tim
Pembahas Pokok-pokok Pikiran DPRD Kaltim Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 untuk melakukan musyawarah mufakat.
“Untuk menetapkan komposisi tim tersebut, pada kesempatan ini, saya persilahkan
kepada nama-nama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang duduk pada Tim
Pembahas Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur untuk mengadakan rapat dalam rangka menetapkan komposisi
Ketua, Wakil Ketua, dan keanggotaan tim dimaksud. Untuk itu rapat saya skors selama
10 menit,” sebutnya.

Setelah melakukan musyawarah mufakat, kemudian disepakati bersama adapun

komposisi pimpinan dan keanggotaan Tim Pokir DPRD Kaltim yakni Baharuddin
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Demmu (Ketua), Salehuddin (Wakil Ketua), dan anggota Andi Harahap, Sarkowi V
Zahry, Sapto Setyo Pramono, Ananda Emira Moeis, Baba, Eddy Sunardi Darmawan, A
Komariah, dan Akhmed Reza Fachlevi.

Selain itu, Jawad Sirajuddin, Sutomo Jabir, Rima Hartati, Encik Wardani, Agus Aras,
Yusuf Mustafa, Nidya Listiyono, Veridiana Huraq Wang, Puji Setyowati, Rusman
Ya'qub, M Udin, Abdul Kadir Tappa, dan Ekti Emanuel.

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

“Pendapatan daerah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp18,69 triliun dan terealisasi
sebesar Rp17,75 triliun atau 94, 93 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan
transfer ditargetkan sebesar Rp9,36 triliun dengan realisasi sebesar Rp7,00 triliun atau
74, 78 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp83,01 miliar
dapat direalisasi sebesar Rp409, 24 miliar atau Rp492, 99 persen,” jelasnya.

Realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp21,64 triliun
dapat direalisasi sebesar Rpl19,72 triliun atau 91,11 persen. Sedangkan realisasi
pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp6,62 triliun berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2022 dan pengeluaran

pembiayaan sebesar Rp3,67 triliun merupakan penyertaan modal. (adv/hms4)

Sumber berita:
1. Tribun Kaltim, Tim Pembahas Pokir DPRD Kaltim Dibentuk, 06/06/24

Catatan:
1. Dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:

(1) Pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala
daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan perda
tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan rancangan perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

2. Dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah diatur sebagai berikut:

(1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

a. pimpinan;

b. badan musyawarah;
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c. komisi;

d. badan pembentukan perda provinsi;

e. badan anggaran;

f. badan kehormatan; dan

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok
pakar atau tim ahli.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan
wewenang alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD
provinsi tentang tata tertib.
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